LEL
BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 13 TAHUN 2018

i




Mengingat

huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pengakuan dan
Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negera Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Darurat Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Provinsi




o K]

=

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

Nomor 23 'I‘ahun 2014



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.

2.  Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Kabupaten Kapuas Hulu.

3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.

Organisasi Perangkat Dearah yang s

adalah unsur pembantu Kepala Eaerah lan




politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu
wilayah tertentu secara turun temurun.

Hukum adat adalah seperangkat norma atau aturan, badk
yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku

untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada

nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun

temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk

keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat.,
hukum atau sanksi.




BAB 11
KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu
Wilayah Masyarakat Hukum Adat
Pasal 2 -
Hukum Adat me.hputi tanah air"




(3) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan oleh Panitia Pengakuan atau Perlindung
‘Masyarakat Hukum Adat.

(4) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi: 3
a. sejarah Masyarakat Hukum Adat; '
b. wilayah adat; :
c. hukumadat; i —_—




(2)

@

Panitia melakukan verifikasi dan validasi ulang te:
keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam aya!

Verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan masya ;i

hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.



Paragraf 2
Hak Atas Pembangunan

Pasal 6

Masyarakat Hukum Adat berhak:
a. berpartisipasi dalam mengembangkan pembangunan sesuai
dengan kebutuhan dan kearifan lokal;




10

Paragraf 4
Hak Atas Lingkungan Hidup

Pasal 8
um Adat berhak Atas:
ngkungan hidup sesuai dengan kearifan lokalnya;
akses atas informasi,




11

Bagian Kedua
‘Kewajiban Masyarakat Hukum Adat

Pasal 10 '
 adat berkewajiban untuk:
1an Negara Kesatuan Republik Indonesia;



BAB IV

PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat Hukum Adat

Pasal 11

(1) Peran serta Masyarakat Hukum Adat meliputi:

(

)

-~

a.

melakukan perencanaan pembangunan daerah terkait

dengan kepentingan dan hak-haknya;

melakukan proses monitoring pembangunan daerah dalam

wilayah adat;

melakukan pengawasan terhadap pembangunan daerah
yang terkait dengan wilayah, kepentingan dan hak-hak
masyarakat hukum adat; dan

melakukan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan yang
dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan sumber
daya alam, program kesejahteraan, kesehatan, pendidikan,
informasi publik dalam kaitnnya dengan masyarakat

hukum adat.

) Bentuk peran serta Masyarakat Hukum Adat sebagaimana

dimaksud paca ayat (1) dengan cara:

a.

memberi informasi terkait dengan program pembangunan

vang dibutuhkan oleh masyarakat hukum Adat;

menjaga dan memelihara serta menciptakan kelestarian

lingkungan Masyarakat Hukum Adat;

menyampaikan laporan terkait dengan pencemaran,
kerusakan lingkungan Masyarakat Hukum Adat;

melestarikan adat-istiadat dan hukum adat serta warisan

budava sebagai aset kebudayaan daerah dan nasional;

J
menciptakan kenyamanan dan keamanan lingkungan
Masyarakat Hukum Adat dengan menjaga tegaknya hukum
adat;

melakuan proses identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
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membantu mensosialisasikan pengakuan, penghormatan
dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat ; dan
menolak bentuk-bentuk pembangunan yang bertentangan

dengan nilai kearifan lokal dan peraturan p@ﬂln an,
undangan. | gk

Bagian Kedua
Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat

Pasal 12

&

Pemberdayaan masyarakat hulum




BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua ketentuan yang
mengatur masyarakat hukum adat dinyatakan masih tetap berlaku

sepanjang tidak bertentangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 16
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Kapuas Hulu
pada tanggal 27 Desember 2018

BUPATI KAPUAS HULU,

-

b SE— .
A.M. NASIR
Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 28 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH K TEN KAPUAS HULU,

LEMBARAN DAERAM KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018
NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (3)/(2018)
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PENJELASAN 3
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

L UMUM
Sesuai amanat Undang~Undang Dasar Ne"ara_ Rep b]zik

perkembanga

Indonesia.
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lainnya atas dasar ras, warna kulit, kepercayaan, ihass, adat
istiadat dan nukum adat;

asas Keberagaman adalah bahwa dalam masyarakat adat
mencerminkan keragaman suku bangsa, agama, bahasa,
budaya, kepercayaan dan adat-istiadat serta hukum adat;

asas keberlanjutan lingkungan adalah bahwa setiap 01'8-118
memikul kewajiban dan tanggung Jawab terhadap i
sam gene’rad

mendatang dan terhadap sesamanya
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